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ABSTRAK 

 

Skripsi  dengan judul “Politik Hukum Dalam Penunjukkan Kepala Otorita Ibu 

Kota Nusantara Perspektif Hukum Tata Negara Dan Fiqih Siyasah Dusturiyah” ini 

ditulis oleh Jesica Oktaviana Putri, NIM.1860103223256, dengan pembimbing 

Ahmad Yuzki Arifian Nawafi’, M.IP.  

 

Kata kunci: Politik Hukum, Kepala Otorita IKN, Hukum Tata Negara, Fiqih 

Siyasah Dusturiyah. 

 

 Pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa 

implikasi yang signifikan terhadap tatanan ketatanegaraan Indonesia, khususnya 

dalam pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai bentuk pemerintahan 

khusus. Salah satu isu utama yang muncul adalah mekanisme penunjukan Kepala 

Otorita IKN yang dilakukan secara langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat tanpa melalui mekanisme pemilihan umum, 

sehingga menimbulkan perdebatan dari sudut pandang demokrasi dan 

konstitusionalitas. 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana politik hukum dalam 

penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menurut perspektif Hukum Tata 

Negara Indonesia dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap 

penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis politik hukum penunjukan Kepala Otorita IKN dari perspektif 

Hukum Tata Negara dan fiqh siyasah dusturiyah. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang 

menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber utama 

penelitian. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif Hukum Tata Negara, 

penunjukan Kepala Otorita IKN merupakan kebijakan hukum yang sah dan 

konstitusional, sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial serta ketentuan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Mekanisme 

tersebut dimaksudkan untuk menjamin efektivitas pemerintahan dan mempercepat 

pembangunan IKN. Sementara itu, dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, 

penunjukan Kepala Otorita IKN dapat dibenarkan sepanjang dilaksanakan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip keadilan (ʿadl), kejujuran, dan musyawarah (syūrā) 

demi terwujudnya kemaslahatan umat. 

 Penelitian ini menyimpulkan bahwa penunjukan Kepala Otorita IKN 

secara yuridis konstitusional sah menurut Hukum Tata Negara Indonesia, namun 

dalam pelaksanaannya tetap harus diselaraskan dengan nilai-nilai fiqh siyasah 

dusturiyah agar tujuan kesejahteraan rakyat dapat tercapai. 
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 The relocation of the national capital to the Capital City of Nusantara 

(IKN) has significant implications for Indonesia's constitutional order, 

particularly in the formation of the Capital City of Nusantara Authority as a 

special form of government. One of the main issues that has arisen is the 

mechanism for appointing the Head of the IKN Authority, which is done directly 

by the President after consulting with the House of Representatives without going 

through a general election mechanism, thus sparking debate from the perspective 

of democracy and constitutionality. 

 The problems in this study are how the legal politics in the appointment of 

the Head of the Nusantara Capital Authority are according to the perspective of 

Indonesian Constitutional Law and how the fiqh siyasah dusturiyah reviews the 

appointment of the Head of the Nusantara Capital Authority. This study aims to 

analyze the legal politics of the appointment of the Head of the IKN Authority 

from the perspective of Constitutional Law and fiqh siyasah dusturiyah. 

 The research method used is normative legal research with a legislative 

and conceptual approach, which uses primary and secondary legal materials as 

the main sources of research. 

 The results of the study show that from the perspective of Constitutional 

Law, the appointment of the Head of the IKN Authority is a legal and 

constitutional policy, in line with the presidential system of government and the 

provisions of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. This 

mechanism is intended to ensure the effectiveness of the government. 

 This study concludes that the appointment of the Head of the IKN 

Authority is constitutionally valid according to Indonesian Constitutional Law, 

but in its implementation, it must still be aligned with the values of fiqh siyasah 

dusturiyah so that the goal of people's welfare can be achieved. 
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